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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk   

pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang   

dapat   dicapai   melalui   pemberdayaan masyarakat  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  

keanekaragaman  usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi 

pedesaan, membangun  dan  memperkuat  institusi  yang  mendukung  rantai produksi  dan  

pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan  ekonomi  pedesaan.  

Tujuannya,  adalah  untuk  memberi  peluang bagi  kemampuan  daerah  dan  pedesaan  sebagai  

tulang  punggung  ekonomi regional dan nasional.  

Kemajuan  ekonomi  nasional  hanya  akan  tercapai  jika  terdapat  iklim perekonomian  

yang  baik  di  tingkat  provinsi.  Kemajuan  ekonomi  di  tingkat provinsi  akan  tercapai  jika  

kabupaten  memiliki  kegiatan  ekonomi  yang  baik. Kemajuan  ekonomi  sebuah  Kabupaten  

dapat  tercapai  karena  adanya  sumbangsih  dari  ekonomi  pedesaan  yang  kuat  yang  

berimbas  pada  kesejahteraan masyarakat  luas.  Hal  ini akan  menjamin  penyelenggaraan  

pemerintahan  yang baik   untuk   diterapkan   di   semua   tingkat   pembangunan   dan   

keputusan berdasarkan   kebutuhan   nyata   dari   masyarakat.   Pembangunan   pedesaan 

merupakan   salah   satu cara dalam   upaya   mengentaskan   kemiskinan   di Indonesia. 

Sejak 1993 pemerintah telah membuat program IDT instruksi presiden guna    

mengentaskan    kemiskinan  di pedesaan  tertinggal  pada    masa Pemerintahan  Orde  Baru.  

Program  ini  merupakan  manivestasi  dari  Instruksi Presiden   Nomor   5   Tahun   1993   
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tentang   Peningkatan   Penanggulangan Kemiskinan.  Program  IDT  dilaksanakan  dengan  

memberikan  bantuan  modal usaha  berupa  dana  bergulir  kepada  lebih  20  ribu  desa  

tertinggal  dengan  dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan 

selama 3 tahun  anggaran. Selanjutnya  diikuti  program  P3DT (Pembangunan  Prasarana  

Pendukung  Desa  Tertinggal) di tahun  1995  untuk mendukung dan meningkatkan implementasi 

IDT. Program P3DT mempunyai tujuan   utama   membangun   sarana   di   pedesaan   tertinggal.   

Dalam   rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di desa tertinggal tersebut selain 

bantuan  modal  dan  bantuan  teknis,  pemerintah  dengan  pihak  donor  yang berasal   dari   

Jepang   dan   Bank   Dunia   telah   melakukan   kerjasama   untuk meningkatkan  program  

penanggulangan  kemiskinanan  dengan  membangun prasarana  yang  menyediakan  akses  dan  

prasarana  penyediaan  air  bersih  dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. 

Kemudian  pada  tahun  1998  pemerintah  meluncurkan  program  PPK(sekarang  PNPM  

Mandiri).  Program  ini  memfokuskan  pada  penyediaan  dana berputar (revolving  block  

grants) dengan  menggunakan  lembaga  keuangan yang dimiliki masyarakat. Paralel dengan 

konsep pembangunan pedesaan dan program  pengentasan  kemiskinan,  Direktorat  Jenderal  

Pembangunan  Daerah,Menteri   Dalam   Negeri   dan   Otonomi   Daerah   telah   membuat   

reformasi organisasi untuk menitik beratkan ketersediaan  panduan    pembangunan,supervisi dan 

pelatihan. Tugas tersebut merupakan implementasi empat fungsi birokrasi  yaitu  pelayanan,  

pemberdayaan,  pembangunan  dan  jaringan  usaha. 

Pengembangan   basis   ekonomi   di   pedesaan   sudah lama dijalankan  oleh  

pemerintah  melalui  berbagai  program.  Namun  upaya  itu belum membuahkan hasil yang 

memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah  satu  faktor  yang  paling  dominan  adalah  

intervensi  pemerintah  terlalu besar,  akibatnya  justru  menghambat  daya  kreativitas  dan  
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inovasi  masyarakat desa  dalam  mengelola  dan  menjalankan  mesin  ekonomi  di  pedesaan.  

Sistem dan  mekanisme  kelembagaan  ekonomi  di  pedesaan  tidak  berjalan  efektif  dan 

berimplikasi   pada   ketergantungan   terhadap   bantuan   pemerintah   sehingga mematikan 

semangat kemandirian. 

Berdasarkan  asumsi  itulah  maka  sudah  seharusnya  eksistensi  desa mendapatkan 

perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  pusat  dengan  lahirnya kebijakan-kebijakan  terkait  

dengan  pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan dengan  cara  menghimpun  dan  

melembagakan  kegiatan  ekonomi  masyarakat. Oleh  karena  itu  pemerintah  menerapkan  

pendekatan  baru  yang  diharapkan mampu  menstimulus  dan  menggerakkan  roda  

perekonomian  di  pedesaan adalah  melalui  pendirian  kelembagaan  ekonomi  yang  dikelola  

sepenuhnya oleh  masyarakat  desa  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai salah  

satu  program  andalan  dalam  meningkatkan  kemandirian  perekonomian desa. 

BUMDes diatur  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Otonomi Daerah.  Hal  ini  

dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  pasal  213  ayat  1,  tentang Pemerintahan  Desa,  disebutkan  

bahwa  “Desa  dapat  mendirikan  badan  usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan  utama  berdirinya  badan  usaha  tersebut  adalah  untuk  

meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Kemudian    keseriusan    pemerintah    untuk    meningkatkan    pemberdayaan ekonomi  

masyarakat  desa  melalui BUMDes dibuktikan  dengan  lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No.39  Tahun  2010  tentang BUMDes.  Berbagai  

kebijakan  tersebut  menandakan keseriusan   pemerintah   dalam   mengembangkan BUMDes.   

Kepemilikan lembaga BUMDes ini  dikontrol  bersama  di  mana  tujuan  utamanya  untuk 

meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. 
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Peningkatan keberadaan BUMDes memang sangat signifikan. Jika pada 2014 BUMDes 

di Indonesia hanya 1.022 unit, awal 2017 jumlahnya telah 18.446 unit. Jumlah ini pun diyakini 

akan terus meningkat. (Sumber:KOMPAS.com) 

BUMDes lahir    sebagai    suatu    pendekatan    baru    dalam    usaha peningkatan   

ekonomi   desa   berdasarkan   kebutuhan   dan   potensi   desa. Pengelolaan BUMDes 

sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  masyarakat  desa,  yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. 

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung  kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat  

dalam  sebuah  bentuk kelembagaan atau badan usaha  yang dikelola secara profesional, namun 

tetap bersandar  pada  potensi  asli  desa.  Hal  ini  dapat  menjadikan  usaha  masyarakat lebih  

produktif  dan  efektif.  Kedepan BUMDes akan  berfungsi  sebagai  pilar kemandirian   bangsa   

yang   sekaligus   menjadi   lembaga   yang   menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang 

berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes pula, diharapkan mampu menjadi sentra 

pemberdayaan masyarakat yang ada dipedesaan dengan jenis pelayanan yang ada. 

Pemberdayaan masyarakat  merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan  

swadaya  masyarakat,  perbaikan  lingkungan  dan  perumahan,  pengembangan  usaha  ekonomi  

desa,  pengembangan  Lembaga  Keuangan  Desa,  serta  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  

meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  menaikkan  hasil  produksinya. 

Memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  

lapisan  masyarakat  bawah  (grass  root),  yang  dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  untuk  

melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan. Dengan kata lain,    
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pemberdayaan (empowering) adalah  memampukan dan memandirikan  masyarakat  miskin.  

Pemberdayaan  bukan  hanya  meliputi  penguatan  individu anggota masyarakat tetapi juga 

pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya  modern  seperti  kerja  keras,  hemat,  

keterbukaan,  kebertanggung jawaban, adalah  bagian  pokok  dari  upaya  pemberdayaan  ini.  

Demikian  pula  pembaharuan lembaga-lembaga  sosial  dan  pengintegrasiannya  ke dalam  

kegiatan  pembangunan  serta peranan masyarakat di dalamnya. 

Pemberdayaan   masyarakat   merupakan  tindakan   sosial   dimana   penduduk  sebuah  

komunitas  mengorganisasikan  diri  dalam  membuat  perencanaan  dan  tindakan  kolektif  

untuk  memecahkan  masalah  sosial  atau  memenuhi  kebutuhan  sosial  sesuai  dengan  

kemampuan  dan  sumber daya  yang  dimilikinya.  Masyarakat  miskin  seringkali  merupakan  

kelompok  yang  tidak  berdaya  baik  karena  hambatan  internal  dari  dalam  dirinya  maupun  

tekanan  eksternal  dari  lingkungannya. Oleh karena  itu, pemberdayaan    masyarakat    menjadi    

salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan    

masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu  kemiskinan  

pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan 

masyarakat. 

Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dalam suatu pembangunan sosial, maka 

dibutuhkan suatu perencanaan yang matang. Perencanaan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  

mendasar  dalam pelaksanaan  pembangunan,  sebab  dengan  perencanaan  yang  tepat  maka 

tujuan  pembangunan  dapat  tercapai. 

Setelah melihat beberapa poin pokok seperti yang dikemukakan diatas, dengan adanya 

BUMDes diharapkan akan terjadi pemberdayaan dalam suatu tatanan masyarakat pedesaan, 
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maka dalam hal ini BUMDes memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat desa. Salah 

satu program yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sebagai suatu tujuan 

pemberdayaan tertuang dalam BUMDes, yakni BUMDes Tirta Mandiri. 

BUMDes Tirta Mandiri adalah badan usaha milik Desa yang terletak di Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. BUMDes ini bergerak dalam 

bidang usaha kepariwisataan yakni pemandian Umbul Ponggok sendiri dan beberapa wisata lain. 

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana 

diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan 

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian 

BUMDes, kemudian berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa. 

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, maka muncul gagasan dari Kepala 

Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal 

dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga untuk membahas isu-isu 

strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya 

membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang 

lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah 

Desa Ponggok melakukan praktik Deliberative Democracy untuk menyepakati gagasan 

pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang 

matang Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009 
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berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama 

BUMDes Tirta Mandiri. 

Kepala Desa Ponggok yang dijabat oleh Bapak Junaedi Mulyono, SH merupakan sosok 

yang visioner, melihat masa depan. Beliau selalu menyampaikan gagasan dengan prinsip 

Believing is Seeing (kalau kita percaya pasti kita akan melihat) itu yang menjadi kekuatan luar 

biasa untuk tidak pernah menyerah dalam mewujudkan cita-cita, karena menyadari bahwa untuk 

meyakinkan masyarakat tidaklah mudah, kebanyakan masyarakat berfikiran Seeing is Believing 

(kalau melihat baru percaya), maka perlu bukti untuk menumbuhkan kepercayaan dari 

masyarakat. Pada masa pemerintahan periode pertama sudah melakukan terobosan-terobosan 

program yang membawa perubahan yang mendasar di masyarakat. Mulai dari pembangunan 

infrastruktur, jalan poros desa, jalan kampung, jalan usaha tani dan jalan yang menghubungkan 

obyek wisata Desa Ponggok, jembatan, saluran irigasi pertanian, fasilitas sosial pendidikan, 

fasilitas sosial kesehatan dan fasilitas ekonomi dengan membangun kios kuliner bagi masyarakat 

serta membangun Kantor Desa yang megah sebagai kebanggaan dan jati diri Desa Ponggok.  

Pemerintah Desa Ponggok juga mengembangkan kegiatan sosial, memberikan santunan, 

pelatihan ketrampilan dan pelatihan motivasional serta pengajian rutin tingkat desa. Dalam 

bidang ekonomi berupaya menumbuhkan semangat wirausaha bagi masyarakat melalui bantuan 

modal, pelatihan kewirausahaan dan pendirian Lembaga Ekonomi Desa yaitu BUMDes. Pada 

periode kedua sektor ekonomi menjadi prioritas utama pembangunan, dengan pemperkuat 

BUMDes sebagai kekuatan ekonomi lokal untuk mewujudkan kejahteraan masyarakat dan 

peningkatan sumber pendapatan asli desa. BUMDes mendapatkan dukungan yang besar dari 

desa dengan dilakukanya revitalisasi Obyek Wisata Umbul Ponggok yang saat ini menjadi 

sumber pendapatan terbesar BUMDes. Mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Ponggok akan 
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mengembangkan semua Obyek Wisata yang dimiliki sehingga potensi dan asset desa bisa 

dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat maupun PADes 

dalam melangsungkan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan mengelola satu Obyek 

Wisata saja yaitu Umbul Ponggok terbukti pada Tahun 2014 PADes yang diterima dari hasil 

usaha BUMDes sudah sebesar Rp. 350.000.000,- apalagi kalau Ponggok sudah mengelola lima 

Obyek Wisata, pastinya pendapatan yang diterima akan berlipat. Keberadaan BUMDes sekarang 

sudah sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena mampu mengurangi angka pengangguran 

di Desa Ponggok melalui penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan BUMDes yang 

berjumlah 25 Orang. 

Pertumbuhan kinerja yang baik ini membuat Desa Ponggok pun diganjar Award sebagai 

Desa Wisata kategori Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Desa PDTT. Sedangkan 

BUMDes Tirta Mandiri Ponggok mendapatkan Award sebagai BUMDes pemenang kategori 

Desa Wisata Pemberdayaan Masyarakat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menilai, desa seperti Ponggok berhasil mengelola potensi 

pariwisata untuk memajukan ekonomi. 

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa desa mampu berkembang dan berprestasi. Melalui 

penghargaan Desa Wisata terbaik, diharapkan akan menjadi motivasi bagi desa lainnya bahwa 

desa mampu berprestasi sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud,” 

ujarnya dalam acara Malam Penganugerahan Desa Wisata Award 2017 yang berlangsung di 

Expo BUMDes Nusantara 2017, Bukit tinggi, beberapa waktu lalu. 
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Untuk itu dalam penelitian kali ini, peneliti berkeinginan untuk mengangkat judul 

penelitian “Peran Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 
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B. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat desa Umbul 

Ponggok ? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat peran BUMDes Tirta Mandiri dalam 

pemberdayaan masyarakat Desa Ponggok? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1.Untuk mengetahui peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat desa 

Umbul Ponggok 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat peran BUMDes Tirta Mandiri dalam 

pemberdayaan masyarakat Desa Ponggok. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara akademik yaitu untuk memperoleh gelar Strata 1 Ilmu Sosiatri dari 

STPMD “APMD” Yogyakarta, selain itu juga memperkaya khazana ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang implementasi program dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yaitu untuk menjadi masukkan bagi lembaga pemerintahan serta 

masyarakat yang menjalankan Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat terus berkembang sesuai 

dengan hasil penelitian-penelitian yang didapat. 
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